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Kemenhaj Soal “War Tiket" Haj
Kau Yang Mulai,
Kau Yang Mengakhlrl

SEPERTI bait sebuah lagu Ehoma
[rama, “kau yang mulai, kau yang
mengakhiri®, Kementerian Haji
dan Umrah (Kemenhaj) akhirnva
menutup wacana " war tiker’ haji
setelah usulannyva untuk mengura
ngi antrean haji itu, menuai kritik
tajam publik.

Janji untuk mengakhiri wacana
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“war tiket” haji disampaikan lang
sung Menteri Haji dan Umrah
{Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf
saat rapat kerja dengan Komisi
WHI DPRSelasa (14/472026). Gus
Irfan-sapaannva. mengaku akan
mengkajl skema lain untuk men
cari salusi atas persoalan antrean
haji yang masih panjang.

"Kalau itu diangpap sebagai
terlalu prematur va akan kita tu
tup dulu sampai hari ini, sambil
kita menvelesaikan haji kita vang
sudah di depan mata.” kata Gus
[rfan di Komplek Parlemen, Sena
van, Jakarta.
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Kemenha) Akan Fokus Pada Penyelenggaraan Haji 2026

Kau Yang Mulai
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Gus Irfan mengakui sebagai pihak
yang pectama kali melontarkan gagasan
“war fiket” unuk memanghas anirean
hai vang bisa mencapai puluban tahun,
Dia pun siap bertanggung jawab atas po
bernik vange euncul diengah masyarakat,

“War tiket ini memang wacana yang
sedang kita hahas di Kementerian Haii,
kalau ditanya siapa vang bertangpung
Jawab. sayalah orang vang pertama me
Iontarkan stilah war ticket ini," sjamya,

Sebelumnya, wacana tersehu muncul
darf internal Kemenhaj sebagal upaya
mencart terobosan untuk menekan [a
manya masa tunggy haj. Irfan menje
laskan, sebelum terbentuknya Badan
Pengelola Keuangan Haji (BPKH),sistem
pendafiaran dilakukan secara langsung,
Kondisi it berubah setelah pengelolaan
dhana b dilabukan secara terpusat,

Dalam skema yang sempat dikaji
pemerintah akan menetapkan biaya haji
dan membuka pendafiaran dalam perio
e tertentu. Jemaah yang siap secara

finansial dan adwinistratif bisa langsung
mendaftar dan berangkat pada taun
vang sama. Dar sinilahstilah “war et
mengemuka.

Meski demikian, Iran menegaskan
wacand tersebut masihi sebatas pemba
hasan. Pemerintah fidak ingin tergesa
gesa dalam mengambil keputusan karena
ebijakan yang diambil harus menguta
miakan kepentingan jemaah.

Dalam rapat kerja dengan Komisi
VI DPR, sejumlsh anggota dewan
menyentil Kemenhaj Karena melempar
wacana tersebut. Salah satunya anggota
Komisi VI DPR dari Fraksi PKS.
Hidayat Nur Wahid.

la mengingatkan agar kebijakan
yang dibuat fidak melanggar aturan.
Sebab, Undang Undang tentaryg Haji
dan Umirah sl mengatur secara finci
mekanistme pembagian kuota, termasik
ketika terjadi penambahan.

“Inilahy vang kemvarin menjadi kasts
dengan pak menteri pada periode kema
rin gara gara aturan tentang pembagian
Kuuoia Y2 persendan8 persen fidak erlak
sand, jadilah Kasus,” singgung HNW,
sapaan akrabiya.

[a menilai, sehelum membahas “war
fiket", pemerintah harus memastikan
perubahantegulasi erlehih dahulu, yang
menurutnya tidak mungkin dilakukan
dalam wakiu dekat. *Karena it fidak
ada urgensinyd memhahas tentang war
flket saat ini.” wjamya

Angaota Komisi VIIEDPR. dari
Fraksi Gerindra  Husni, juga menilai
wacana tersebut justru menimbulkan
hebingungan-di masyarakat, termasuk
calon jemaah haji yang fidak memahani
hansep “war ikt

{arpun mengingatkan, sistem tersebu
berpetensi mengubah paradipma kebe
rangkatan haji menjadi *siapa cepat
dia dapat”. "ltu sama saja kita meng
hilangkan mimpi orang wntuk melihat
Ka'bah, " tegasnya.

Selain ity a juga menyoroti potensi
munculnya prakiik percaloan jika sis
fem tersebut diterapkan. Untuk itu,
Husni meminta pemeriniah fokus pada
penyelenggaraan badah hajl tahun 2026,
* i i Cos Menee. kit Fokus saja dulu
untuk menstkseskan haji 2026, ujamya

Senada. angaota Komisi VI DER
Rl Fraksi PDIP Selly Andriany Cantina

menyayangkan, munculnya wacana ter
sebutditengah banyakaya pekerjaan ru
mah dalam peyelenggaraan heji saat ni.

Menurumya, pembahasan “war ket
berpotensi mengalibkan perhatian dari
persoalan utama yang lebih mendesak.

‘PR-nya banyak Pak Wamen, Pak
Menteri. War tiket itu urusan nanti, ja
ngansealh-olahkita akan membiaskan
urusan haji kemudian kita alibkan de
nganwar tikel,” singkatnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal
Asastasi Muslim Penyelengaara Hajidan
Unirah Republik [ndanesia (Amphuri
Zaky Zakaria Anshary menilai, wacana
“war ikt haji" sebapai hagian dari i
i kebijakan untuk mencart solusi atas
panjangnya anrean.

“Kami memandang babwa gagasan
‘war ket haji merupakan sebuah bentuk
fjtihad kebijakan vang sah,” ujar Zaky
dalam keterangannya,

Namun, {2 mengingatkan bahwa
kekijakan tersebut hars tetap berpijak
pada prinsip keadilan, transparanst, dan
Kemastahatan umat. Sebab. konsep "war
fiket" dinilai berpotensi menciptakan
Ketimpangan. m BYUUMM
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